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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa 

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut “Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dana atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Soleh (2017), yaitu mengungkapkan 

bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai 

hal terkait dengan kepentingan masyarakat setempat, seperti pengelolaan 

keuangan desa, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, 

serta pemberdayaan masyarakat”. Selain itu, desa juga memiliki tugas untuk 

menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat setempat. 

Dalam menjalankan tugasnya, desa harus bekerja sama dengan 

pemerintah daerah setempat dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain 

yang terkait. Selain itu, desa juga harus memperhatikan aspek partisipasi 

masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan 

pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pengaturan tentang desa dalam 

“Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, diharapkan Desa dapat menjadi motor  



2 

 

 

 

penggerak pembangunan di wilayah pedesaan, serta dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat setempat”. 

Desa memiliki kewenangan yang sudah diatur dalam “Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 menjelaskan, bahwa Desa 

mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa”. Penyelenggaraan pemerintahan desa masih 

memiliki kendala dalam pelaporan keuangan desa. Hal ini disebabkan 

beberapa faktor seperti sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan yang masih minim, selain itu pertanggungjawaban pelaksanaan dan 

pelaporan dari pihak-pihak yang terkait masih belum memahami akuntansi 

pemerintah, khususnya untuk wilayah Daerah atau Desa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Deswimar (2014), menyatakan bahwa 

Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri wilayahnya sesuai 

kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai 

kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi”. Kemajuan 

pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga 

memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. 

Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan 

kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi 

mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muntahanah & Murdijaningsih (2013), 

mengungkapkan bahwa Desa sebagai pemerintahan yang langsung 
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bersentuhanl dengan masyarakatl telah menjadil fokus utamal dalam 

pembangunanl pemerintah, karena sebagianl besar wilayahl Indonesia adal di 

lpedesaan. Danal desa sebagianl besar digunakanl untuk pembangunanl dan 

penyelenggaraanl pemerintah di ldesa. Saat ini, desal telah berkembangl 

menjadi berbagail bentuk pemberdayaanl sehingga menjadil desa yangl 

mandiri, majul dan kuatl untuk mencapail masyarakat yangl adil, makmurl dan 

lsejahtera. 

Penelitian yang diungkapkan oleh Apriliani (2014), menyatakan bahwa 

Dalaml beberapa situasil penggunaan danal desa inil rawan terhadapl 

penyelewengan danal oleh pihakl yang seharusnyal dipercaya olehl masyarakat 

dalaml membangun desal menjadi lebihl maju danl berkembang. Dil sinilah 

pentingnyal peran masyarakatl sebagai pengawasl langsung danl tidak lepasl 

dari peranl pemerintah kabupatenl selaku pemberil dana untukl selalu 

memonitorl jalannya pembangunanl di ldesa. 

Pemerintahanl desa bertanggung jawab melaksanakanl pekerjaan 

pengalokasianl keuangan desal untuk kesejahteraanl masyarakat dalaml 

mewujudkan kemajuanl desa. Pemerintahl memberikan danal bantuan berupal 

Alokasi Danal Desa (lADD) yangl bersumber daril Anggaran Pendapatanl dan 

Belanjal Negara (APBN). Danal Desa yangl disalurkan melaluil Anggaran 

Pendapatanl dan Belanjal Daerah (APBD) diperuntukkanl bagi Desal untuk 

membiayail penyelenggaraan lpemerintah, pelaksanaanl pembangunan, 

pembinaanl masyarakat danl pemberdayaan masyarakatl (Walewangko dkk, 

2021). 
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Peraturanl Menteri yaitu ldesa, pembangunanl daerah tertinggall dan 

transmigrasil nomor 8 tahunl 2022. Tentangl prioritas penggunaanl dana desal 

tahun 2023, untukl melaksanakan ketentuanl pasal 21l ayat 1l Peraturan 

Pemerintahl nomor 22l tahun l2015, tentangl Perubahan atasl Praturan 

Pemerintahl Nomor 60l Tahun l2014, tentangl Dana Desal yang Bersumberl dari 

Anggaranl Pendapatan danl Belanja Negaral (APBN). Sebagaimanal telah 

beberapal kali diubahl terakhir denganl Peraturan Pemerintahl nomor 8l Tahun 

l2016, tentangl Perubahan Kedual atas Peraturanl Pemerintah Nomorl 60 Tahunl 

2014, tentangl Dana Desal yang Bersumberl dari Anggaranl Pendapatan danl 

Belanja Negaral (APBN) yaitu perlul menetapkan Peraturanl Menteri lDesa, 

Pembangunanl Daerah Tertinggall dan Transmigrasil tentang Prioritasl 

Penggunaan Danal Desa Tahunl 2023. 

Penelitianl yang dilakukanl oleh Wulandari dan Handayani (2019), 

menyatakanl bahwa Peraturan Menteri tersebut juga menjelaskanl bahwa 

penggunaanl dana desal harus didasarkan padal kriteria-kriteria tertentu, seperti 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat l desa, peningkatan kualitasl hidup 

masyarakatl desa, meningkatkan produktivitas danl daya saing ldesa. Selainl itu, 

penggunaanl dana desal juga harusl disertai dengan akuntabilitasl dan 

transparansi yang tinggi, serta partisipasi l masyarakat desa dalaml 

pengambilan keputusanl dan pengawasan penggunaan danal desa. 

Pemerintahl Kabupaten Malangl merupakan kabupatenl yang 

menyalurkanl program alokasil dana ldesa. Terbuktil dengan dikeluarkanl 

“Peraturanl Bupati (lPERBUP) Kabupatenl Malang nomorl 3 tahunl 2021 
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tentang tatal cara penetapanl dan rincianl dana desal setiap desal serta petunjukl 

tekinis penggunaanl dana desal tahun anggaranl 2021”. Pemerintah Kabupaten 

Malang adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mengelola 

dan memajukan wilayah Kabupatenl Malang, yangl terletak dil Provinsi Jawal 

Timur, lIndonesia. Salahl satu programl yang dilaksanakan olehl Pemerintah 

Kabupaten Malang adalahl program Alokasil Dana Desal (ADD). 

Alokasil Dana Desal adalah programl pemerintah yangl memberikan danal 

langsung kepadal desa-desal untuk digunakan dalam pembangunanl desa danl 

meningkatkan kesejahteraanl masyarakat ldesa. Hal yang diperkuat oleh 

Nabila dan Silalahi (2022), yang mengungkapkan bahwa Dana l yang 

diberikan berasall dari Anggaranl Pendapatan danl Belanja Negaral (lAPBN). 

Pemerintah Kabupatenl Malang telah membuktikan komitmennya dalam l 

melaksanakan programl Alokasi Danal Desa denganl menerbitkan Peraturanl 

Bupati (lPERBUP) Kabupatenl Malang nomorl 3 tahunl 2021. “Peraturanl ini 

mengatur tentangl tata caral penetapan danl rincian danal desa setiapl desa sertal 

petunjuk teknisl penggunaan danal desa tahunl anggaran 2021”. 

Dalam PERBUP tersebut dijelaskan bahwa danal desa yangl diberikan 

kepadal setiap desal di Kabupaten Malang ditetapkan berdasarkan penilaian 

yang mencakup jumlahl penduduk, jumlah kemiskinanl dan luasl wilayah ldesa. 

Danal desa tersebut kemudian dapat digunakanl untuk membiayail berbagai 

kegiatanl pembangunan desal seperti pembangunanl infrastruktur, 

pemberdayaan masyarakat danl sektor pertanian. Dengan adanya PERBUP 

ini, diharapkan pengelolaanl dana desal di Kabupatenl Malang dapat berjalanl 
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dengan lebih teratur danl transparan, serta mendorong pembangunan desa 

yang lebih merata dan berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian dil atas pengelolaanl Alokasi Danal Desa (lADD) 

sangatl dibutuhkan olehl masyarakat untuk tercapainyal pembangunan danl 

kesejahteraan dil desa Mulyoagung Kabupaten Malang agarl berjalan secara 

baik, makal peneliti melakukanl penelitian “Evaluasi penggunaan Danal Desa 

dalaml meningkatkan pembangunanl dan kesejahteraan masyarakat desal 

Mulyoagung”. 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimanal pengelolaan Danal Desa di Desa Mulyoagung, yaitu 

mengevaluasi seberapa efektifkah penggunaan anggaran danal desa dalaml 

meningkatkan pembangunanl dan kesejahteraanl masyarakat ldesa. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuanl penelitian inil adalah untukl menilai sejauhl mana penggunaan 

Dana Desal di Desal Mulyoagung telah efektif dalaml meningkatkan 

pembangunanl desa dan kesejahteraan masyarakat. Serta menganalisis 

dalam pengelolaan Dana Desa, sejauh mana akuntabilitas pemerintah l desa 

dalaml mengelola danal desa lini. Serta mengevaluasi proses perencanaan l 

dan pengambilan keputusan. Menilai proses perencanaan dan pengambilan 
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keputusan terkait penggunaan Dana Desa, serta sejauh mana partisipasi 

masyarakat dalam proses ini. Mengidentifikasi dampak positif yang telah 

dicapai dalam pembangunan desa, termasuk peningkatan infrastruktur, 

layanan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Mengevaluasi kualitas pelaporanl keuangan yang dilakukanl oleh 

pemerintahl desa dan sejauh mana laporan tersebut mencerminkan 

penggunaan Dana Desa dengan tepat. Menganalisis tingkat partisipasi dan l 

keterlibatan masyarakatl dalam pengelolaanl Dana lDesa, serta apakah 

kebutuhan danl aspirasi diwujudkan dalaml penggunaan dana masyarakat 

tersebut. 

2. Manfaat 

Manfaatl dari hasill penelitian yangl dilakukan diharapkanl dapat 

memberikanl pengetahuan tentang proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan terkait penggunaan Dana Desal terutama dalaml hal 

pembangunan danl kesejahteraan masyarakatl desa. Menjadil sumber 

referensi, masukan dan menambah pengetahuanl bagi penulisl maupun 

masyarakatl luas mengenai manfaat danal desa serta meningkatkan 

kesadaran masyarakat dan pihak terkait mengenai pentingnya kepatuhan 

dalam pengelolaan dana desa dan prinsip-prinsip akuntansi. 

 


